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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Tentang Konsep

2.1.1 Pengertian Konsep
Banyak manusia yang berbicara tentang konsep, tetapi sedikit yang memahami arti konsep itu secara keseluruhan. Dalam pembahasan ini peneliti ingin menjelaskan tentang arti dari konsep itu baik secara bahasa maupun secara istilah.
Secara bahasa (etimologi) konsep berarti rencana, gambaran atau pengertian yang baru dan terjadi pada setiap harinya (New concepts appear every day) (John M. Echols, Hassan Shadily, 2000:135). Dan secara istilah (terminologi) konsep adalah rancangan (rencana) tertulis tentang perumusan sementara mengenai suatu ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau perumusan mengenai peraturan tentang suatu penetapan hukum terhadap sesuatu hal yang terjadi dalam setiap hari di masyarakat.
Konsep bisa juga diartikan sebagai paham, pendapat, pengertian kita tetang segala sesuatu yang ada dalam pemikiran manusia secara general (Mas’ud Khasan Abdul Qohar, 1994: 131).
Jadi konsep, adalah sebuah paradigma berpikir kita tentang segala sesuatu yang tersusun secara sistematis dan dibahasakan secara verbal dan dipahami sebagai suatu gagasan, ide atau pendapat tentang segala sesuatu yang disampaikan dalam bahasa yang dapat diterima oleh orang lain.
Manusia adalah mahluk yang berpikir (Hayawan an-Natiq). Atas dasar itulah manusia diharuskan menggunakan akal budinya untuk berpikir tentang segala sesuatu. Sudah menjadi fitrah manusia untuk selalu berpikir. Pendapat, gagasan, ide, atau rencana adalah daya penalaran manusia dan tersusun secara sistematis yang tercermin dalam sebuah konsep yang menjadi acuan dalam setiap hal.  Akal budi adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Tidak semua manusia mensyukurinya dengan baik, salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan menggunakan akal budi tersebut untuk kemaslahatan hidupnya (al-Mashalihul Mursalah).
Berpikir, bernalar atau pengertian tentang segala sesuatu tersistematisasi dalam sebuah konsep. Banyak hal yang menjadi objek pemikiran manusia. Ketentuan tentang bagaimana manusia harus bersikap dan bertindak terbentuk dalam sebuah sistem nilai yang disebut dengan etika. Pembahasan tentang etika erat kaitannya dengan landasan dan pandangan hidup (made of life) manusia untuk menjadi manusia yang baik. 

Eksistensi manusia tersegmentasi dalam sebuah tata nilai yang terkait dengan profesi, peran dan posisinya di masyarakat. Wartawan adalah profesi yang bertugas mewartakan berita dengan mencari, meliput dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. 
Sebagai sebuah profesi, wartawan tentu memiliki etika yang menjadi landasan atau ketentuan-ketentuan hukum dalam proses peliputan berita, hal ini tercermin dalam pembahasan etika jurnalistik. Konsep etika jurnalistik adalah gagasan, ide, paham, pengertian atau rencana yang tersusun secara sitematis dan dibahasakan secara verbalistik serta dipahami sebagai sebuah ketentuan yang mendasari etika jurnalistik.     
2.1.2 Klasifikasi Konsep

Berbicara mengenai kalisifikasi konsep berarti membicarakan mengenai segi-segi arahan pembahasan yang mengindentifikasi dalam sebuah term ”konsep”. Sesuai dengan pengertian konsep tersebut di atas, banyak hal yang bisa diambil untuk menjelaskan mengenai term ”konsep”. 

Dari pembahasan sebelumnya konsep bisa dartikan menjadi empat bagian yaitu:

1. Konsep bisa diartikan sebagai rencana yaitu rencana manusia terhadap segala sesuatu yang tersistematisasi dalam sebuah pemikiran yang yang objektif dan koheren dengan konsekuensi yang terjadi di masyarakat.

2. Konsep bisa diartikan sebagai gambaran kita terhadap segala sesuatu. Gambaran yang tercermin dalam pemikiran manusia terhadap berbagai hal yang menjadi objek pemikirannya.  

3. Konsep bisa diartikan sebagai paham. Banyak yang mengartikan paham sebagai idealisme. Menurut penulis, berbeda antara paham dengan idealiasme. Paham adalah ketentuan atau pendapat yang terbentuk dalam sebuah konsep manusia tentang berbagai hal yang mendasari kehidupannya. Sedangkan idealisme adalah sebuah aliran yang menekankan sesuatu yang ideal dalam kehidupan manusia tanpa mengindahkan sisi pragmatisnya.  

4. Konsep bisa diartikan sebagai pengertian. Di sinilah arti konsep mulai dapat dipahami sebagai sebuah pengertian manusia tentang segala sesuatu yan menjadi objek pemikirannya. Sebagai contoh: Konsep etika jurnalistik berarti berbicara mengenai pengertian tentang etika jurnalistik.

Demikianlah pengertian ”konsep” yang dapat penulis amati dan jelaskan pada pembahasan ini. Banyak hal yang menjadi objek pemikiran manusia. Daya penalaran yang tersusun secara sistematis itulah yang disebut dengan konsep. Setelah konsep itu terbentuk maka kemudian harus koheren dengan aplikasi dan penerapannya di masyarakat.   

2.2 Tinjauan Tentang Surat Kabar

2.2.1 Surat Kabar Sebagai Salah Satu Jenis Media Massa

Surat kabar di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk yang jenisnya bergantung pada frekuensi terbit, bentuk, kelas ekonomi pembaca, peredarannya serta penekanan isinya.
Kebanyakan surat kabar mengandalkan hidupnya dari iklan, bahkan kenaikan harga kertas koran sebagai bahan baku utama surat kabar sering kali tidak mengakibatkan kenaikan harga jual surat kabar per eksemplar secara proporsional. Kehadiran iklan dalam media cetak dengan kata lain telah mampu mensubsidi harga eceran surat kabar.
Selama tahun 1970-1985 diketahui ternyata lebih banyak surat kabar dan majalah gulung tikar karena tidak mendapatkan iklan, sekalipun di Indonesia budaya membaca belum terlalu memasyarakat. Surat kabar merupakan media utama yang banyak digunakan dalam periklanan di Indonesia, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti : 

1. Jangkauan distribusi surat kabar tidak dibatasi.

2. Jangkauan media lainnya, radio dan televisi dibatasi.

3. Harga satuan surat kabar murah dan dapat dibeli eceran (Kasali, 1995 : 100).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, eksistensi surat kabar berganrung pada iklan. Dimana para pengiklan lebih memilih surat kabar sebagai media utama untuk mengiklankan iklan mereka.

2.2.2 Pengertian Surat Kabar

Pada awalnya surat kabar sering kali diidentikkan dengan pers. Namun, karena pengertian pers sudah semakin luas, dimana televisi dan radio sekarang ini sudah dikategorikan sebagai pers juga, maka muncul pengertian pers dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian pers luas pers meliputi seluruh media massa, baik cetak maupun elektronik. Sedangkan dalam arti sempit, pers hanya melipui media massa tercetak saja, salah satunya adalah surat kabar. Menurut Kurniawan Junaidi yang dimaksud dengan surat kabar adalah :

“Sebutan bagi penerbitan pers yang masuk dalam media massa tercetak berupa lembaran berisi tentang berita-berita, karangan-karangan dan iklan serta diterbitkan secara berkala, bisa harian, mingguan, bulanan  serta diedarkan secara umum, isinya pun harus actual, juga harus bersifat universal, maksudnya pemberitaanya harus bersangkut-paut dengan manusia dari berbagai golongan dan kalangan”(Junaidi, 1991 : 105).

Definisi surat kabar menurut George Fox Mott yaitu :

1. Suatu lembaga masyarakat yang punya fasilitas dan target masing-masing.

2. Suatu pelayanan masyarakat atau melayani masyarakat untuk kepentingan-kepentingan informasi.

3. Pemimpin yang bertujuan untuk memimpin pada masyarakat yang menyangkut nilai-nilai moral, etika dan lain-lain.

4. Penghubung antara masyarakat dalam menyampaikan informasi-informasi.

5. Penjual pengetahuan menyerap berbagai informasi dan pengetahuan lalu menyebarkannya kepada masyarakat       (Junaidi, 1991 : 105).
Surat kabar di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk yang jenisnya bergantung pada frekuensi terbit, bentuk, kelas ekonomi pembaca, peredarannya serta penekanan isinya. Sementara pengertian surat kabar menurut Onong Uchjana Effendy adalah :

“Lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa/aktual, mengenal apa saja di seluruh dunia yang mengandung nilai-nilai untuk diketahui khalayak pembaca”(Effendy, 2003 : 241).

Dari beberapa pengetian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat kabar adalah sebuah lembaga penerbitan pers berupa lembaran cetak, memuat laporan yang terjadi di masyarakat secara periodik, bersifat umum dan mengandung nilai-nilai moral, etika dan lain-lain.

2.2.3 Ciri-ciri Surat Kabar

Pada umumnya kalau kita berbicara mengenai surat kabar sebagai salah satu jenis media cetak, maka kita pun harus mengetahui ciri-ciri dari surat kabar itu sendiri, yaitu :
· Publisitas


Publisitas adalah penyebaran kepada publik atau khalayak, karena diperuntukkan khalayak, maka sifat surat kabar adalah umum.

· Perioditas (Kontinuitas)


Adalah keteraturan terbitnya surat kabar, bisa satu kali sehari, bisa dua kali sehari bisa pula satu kali atau dua kali seminggu.

· Universalitas


Universalitas adalah kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari seluruh dunia.

· Aktualitas


Aktualitas adalah kecepatan laporan tanpa mengesampingkan kebenaran berita (Effendy, 2003 : 120).
Demikianlah empat ciri surat kabar dapat dikatakan empat syarat yang harus dipenuhi surat kabar. Penelitian yang tidak mempunyai salah satu ciri saja dari keempat ciri tersebut, bukanlah surat kabar. 
2.3 Pengertian Etika
2.3.1 Definisi Etika                   

Secara bahasa (etimologi) etika, menurut Bertens (1993:4), berasal dari kata Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Etika identik dengan kata moral yang berasal dari kata latin mos, yang dalam bentuk jamaknya mores yang berarti adat atau cara hidup (Damardjati Supadjar, 2000:9).  Etika dan moral sama artinya, namun dalam pemakaian sehari-sehari ada sedikit perbedaan, moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. 

Etika adalah cabang dari filsafat atau aksiologi yang membicarakan manusia terutama tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dilihat dari kacamata baik buruknya (Sunoto, 1983:1). Etika menurut Frans Von Magnis (1975:15) adalah: 

“Cabang filsafat yang menyibukkan diri dengan pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan dalam bidang moral dan karena pandangan-pandangan yang dipersoalkan itu diungkapkan dalam batas pernyataan, maka objek etika adalah pernyataan-pernyataan moral.
Istilah etis menurut Frans Magnis Suseno (1993:9) adalah “sesuai dengan tanggung jawab moral”. Istilah ini digunakan untuk mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme moral yang merupakan ciri khas zaman sekarang.
2.3.2 Ruang Lingkup Etika
Etika yang menjadi fokus pembahasan ini, yaitu sistem nilai yang menjadi sarana bagi usaha manusia untuk menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang norma atau nilai yang menjadi acuan orientasinya. Mengingat orientasi adalah kebutuhan manusia yang paling fundamental, maka dalam pembahasan ini orientasi etis itu tercermin dalam pertanyaan mengenai bagaimana etika wartawan dalam proses peliputan berita? Sebagai masalah khusus, etika juga mempersoalkan sifat-sifat yang menyebabkan seorang wartawan berhak untuk disebut susila atau bajik yang mencerminkan profesionalismenya. Sifat-sifat tersebut dinamakan “kebajikan”, dan lawannya “keburukan”. 

Etika menaruh perhatian yang besar pada prinsip pembenaran tentang keputusan yang telah ada. Etika tidak akan memberikan kepada manusia arah yang khusus atau pedoman yang tegas dan tetap tentang cara hidup dengan baik. Jadi dalam pelaksanaannya etika mengikuti standar keharusan yang telah disepakati sebagai sesuatu yang benar dan baik. 

Pemahaman tentang etika erat kaitannya dengan berbagai persoalan yang melekat pada eksistensi manusia. Dalam pembahasan mengenai ruang lingkup etika, penulis akan mengemukakan dua pandangan etika yang ditinjau dari sudut pandang teoritis dan etika dari segi normatifnya dengan penjelasan sebagai berikut:   
2.3.2.1 Etika Teoritis Dan Normatif
Etika teoritis membahas tentang asas-asas yang melandasi sistem kesusilaan atau kebaikan. Etika terapan membutuhkan banyak pengetahuan mengenai masalah manusia sehari-hari. Contohnya mengenai pencemaran nama baik, yang tidak mungkin semata-mata diselesaikan oleh ahli kesusilaan saja (Damardjati Supadjar, 2000:26). 

Suatu penalaran yang bersifat kesusilaan mencakup premis yang bercorak kesusilaan, maupun yang yang bercorak kenyataan empiris. Ditinjau dari segi teori, mungkin saja ada penalaran yang semata-mata menggunakan premis yang bercorak kesusilaan, namun dalam kenyataannya, jarang terdapat.

Dalam etika teoritis ada yang disebut etika individu yaitu etika yang menyangkut manusia sebagai perorangan saja, ada juga yang disebut etika sosial yang menyangkut hubungan antar manusia. Dan dalam penelitian yang penulis lakukan merepleksikan keduanya secara bersamaan.

Disamping membicarakan peningkatan kualitas perorangan, etika juga mempersoalkan, umpamanya, hubungan-hubungan yang terkecil seperti dalam lingkungan keluarga dan permasalahan sosial lainnya. Jadi harus ada penekanan yang jelas mengenai etika individu sebagai ajaran tentang bagaimana kita harus bersikap dan bertingkah laku yang baik bagi perorangan dan etika sosial sebagai ajaran yang sama bagi perorangan sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. (Suyoto Sumargono, 1988: 125-129).

Jadi dalam pandangan etis wartawan yang baik secara individual maupun secara sosial harus benar-benar merepleksikan diri sebagai insan pers yang bertangungjawab dan baik serta bertindak dengan mengedepankan kaidah-kaidah jurnalistik.

Sedangkan etika normatif, sebenarnya merupakan sebuah aturan yang mengarahkan secara kongkrit, tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku. Mengenai persoalan yang timbul, Achmad Charris Zubair (1986:106) menjelaskan:

“Analisa metaetika menanyakan relevansi etika normatif, dalam kedudukannya sebagai etika makro. Pengalaman mengajarkan, begitu nilai dasar dinormalkan, maka ia akan kehilangan makna. Apakah pada dasarnya nilai-nilai dasar tidak membutuhkan “perkembangan” khusus. Kalau kesan tersebut benar, sepatutnya kedudukan etika normatif ditinjau kembali sebagai pedoman”.  

Persoalan baru yang muncul adalah atas dasar apa perbuatan manusia dinilai, manusia tidak dapat hidup tanpa pedoman. Benturan antara kebutuhan terhadap etika normatif dengan keterbatasannya, mengisayaratkan adanya kaitan metaetika dalam persoalan etika normatif.

Filosof Imanuel Kant (1724-1804) memilih kewajiban sebagai norma perbuatan yang baik, menurutnya hukum alam adalah hukum akal dan hukum akal tercermin di dalam hukum moral, yang timbul di dalam batin manusia. Kemauan manusia diatur oleh akalnya, sehingga hukum morallah yang mengatur orang di dalam dirinya sendiri. Jadi, moral manusialah yang membawa manusia ke dalam hubungan teratur di dalam jagat raya ini (Damardjati Supadjar, 2000:32).  
2.4 Konsepsi Etika Dan Moral
Untuk lebih memahami apa itu etika, maka kita harus membedakan etika dari ajaran moral. Ajaran moral adalah sebuah wejangan atau khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan, baik lisan atau pun tulisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik (Franz Magnis Suseno, 1991:14). Ajaran moral itu bersumber dari berbagai elemen masyarakat dalam suatu kedudukan yang berwenang, seperti halnya profesi sebagai wartawan. Seorang wartawan harus menaati etika jurnalistik yang dibuat oleh lembaga yang memayungi para wartawan, lembaga itu berwenang mengatur profesi kewartawanan seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independent) ataupun aturan yang dibuat oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Sumber dasar aturan tersebut diambil dari tradisi, adat istiadat, ajaran-ajaran agama atau ideologi-ideologi tertentu.

Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Yang menyertakan pertanyaan tentang bagaimana kita harus hidup adalah ajaran moral bukan etika. Ketentuan ini sesuai dengan arti dari moralitas, yaitu kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Jadi moralitas itu mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia (Poespoprojo, 2009:118).  

Etika tertuju pada suatu sistem nilai yang mengkritisi mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertangggungjawab berhadapan dengan berbagai ajaran-ajaran moral.

Jadi etika sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. Kurang, karena etika tidak berwenang untuk menetapkan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak. Wewenang itu diklaim oleh berbagai pihak yang memberikan ajaran moral. Lebih, karena etika berusaha untuk mengerti mengapa, atau atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu. Ajaran moral dapat diibaratkan dengan buku petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan sepeda motor kita dengan baik, sedangkan etika memberikan kita pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor sendiri.
2.5 Pengertian Etika Jurnalistik
Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Sedangkan jurnalistik Secara etimologis, kata jurnalistik yang dalam bahasa inggrisnya ditulis journalism—sebagaimana kutipan Alex Sobur dalam diktat kuliah Dasar Jurnalistik, diambil dari bahasa Perancis Journal yang berarti Surat Kabar.

Sedangkan sumber utamanya diambil dari kata bahasa latin yaitu diurna, yang berarti tiap hari atau catatan harian. Kata ini berkaitan erat dengan diurnari yang memiliki arti pencatatan. Adinegoro mengatakan dalam buku Pengantar Ilmu Publisistik, karya M.O Palapha dan Atang Syamsudin, seperti dikutip oleh Alex Sobur dalam diktat Dasar jurnalistik-nya, bahwa pengertian jurnalistik itu adalah :

“Kepandaian karang-mengarang yang pokoknya untuk memberi pengabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas luasnya” (dalam Sobur, 2005:1).

Sementara itu, Roland E. Wolseley dan Laurence R. Campbell dalam bukunya Exploring Journalism, seperti dikutip pula dalam dasar jurnalistik-nya Alex Sobur, mengartikan jurnalistik sebagai “Penyebaran informasi untuk publik yang bersifat sistematis dan dapat dipercaya melalui media komunikasi massa modern” (dalam Sobur, 2005:1).

Karya jurnalistik adalah uraian fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai berita (news value), dan penjelasan masalah hangat yang sudah disajikan kepada khalayak, baik melalui media cetak maupun elektronik.

Jurnalistik adalah satu bentuk komunikasi massa, maka jurnalistik itu tidak hanya disalurkan melalui media massa cetak (surat kabar / majalah), tetapi juga disalurkan melalui media elektronik (radio, televisi, film, dan lain-lain). Dewasa ini, jurnalistik dapat diartikan sebagai ilmu, proses, dan karya (Wahyudi, 1996:1).

Jurnalisme diartikan sebagai pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam surat kabar dan sebagainya. Jurnalisme juga dapat diartikan sebagai kewartawanan. Sementara itu istilah jurnalistik diartikan sebagai yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran (KBBI, 2002). 

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa etika jurnalistik adalah aturan  atau ketentuan yang menjadi acuan seorang wartawan melakukan proses peliputan berita secara baik, sebagai repleksi dari nilai-nilai keilmuan, proses, dan karya dalam dunia jurnalistik.

Jika kita memahami secara keseluruhan bahwa dalam jurnalistik, pers itu bermacam-macam bentuknya, karena kita berada di Negara yang berfalsafah Pancasila maka sebagai tolak ukur etika jurnalistik, yaitu paradigma pers pancasila. Pers ini berorientasi, bersikap dan berprilaku berdasarkan nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka jelas tergambar bahwa pers Pancasila sarat dengan nilai-nilai dan bobot ideologis. Dengan kata lain Pancasila dan UUD 1945 merupakan paradigma moral bagi kegiatan jurnalistik di Indonesia (Anwar Arifin, 1992:80). Dengan demikian sistem pers pancasila mengutamakan etika, dan diamalkan dalam kegiatan jurnalistik sehari-hari. Hal ini terlihat dengan adanya kode etik yang dirumuskan sendiri oleh wartawan Indonesia dalam menjalankan profesinya.

Etika jurnalistik adalah ketentuan bagaimana seorang wartawan menyampaikan suatu berita, yaitu berita yang memenuhi standar jurnalistik profesional, seperti memisahkan fakta dengan opini, mengungkap fakta dan kutipan secara akurat, tidak emosional dan sensasional, seimbang dan adil (fairness), berupaya selalu dalam kerangka cover both sides, serta selalu menempatkan dan mempertimbangkan kepentingan publik (Dewan Pers, 2003:9). Pers juga wajib menghindarkan hal-hal yang bisa menimbulkan diskriminasi, dan menggunakan bahasa yang patut. Dengan begitu dalam etika jurnalistik, bagi pers yang menerapkan etika dengan baik maka akan mendapatkan dua keuntungan; pertama, berita lebih akurat dan lengkap; kedua, bisa menghindari atau meminimalisasi tuntutan hukum.  

Etika jurnalistik dalam sistem Negara kita yang berkiblat pada pers pancasila, sangat menyadari peranan Tuhan. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dipandang sebagai sesuatu yang sentral dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Taqwa atau sikap yang apresiatif kepada Tuhan, memang bukanlah nilai yang statis, melainkan dinamis, karena terwujud dalam bentuk budi, akhlak atau kelakuan baik. Dengan demikian ketaqwaan kepada Tuhan, dipandang sebagai sumber etika dan moral yang sangat kuat bagi seorang wartawan, sehingga secara sungguh-sungguh selalu menempuh jalan yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita. Demikian juga wartawan senantiasa berusaha meneliti kebenaran sesuatu berita atau keterangan sebelum dicetak dalam surat kabar. Berdasarkan ketaqwaan itu, seorang jurnalis, akan merasa selalu dikejar-kejar oleh dosa, jika ia memperoleh informasi secara tidak jujur dan menuliskan berita yang tidak benar.

Pada akhirnya, kegiatan jurnalistik dilakukan bukan sekedar menyampaikan berita atau informasi lepada pembaca, melainkan menjadi alat untuk mengungkapkan berbagai kebenaran dibalik pemberitaan. Idealnya, kegiatan jurnalisme tidak hanya mampu menjawab pertanyaaan-pertanyaan klasik 5W+1H, tetapi hendaknya mampu menjawab pertanyaan mengapa sebuah peristiwa terjadi atau ada apa dibalik sebuah peristiwa.

2.6 Ruang Lingkup Jurnalistik
Ashadi Siregar (2002) menyatakan bahwa ruang lingkup publik bagi media jurnalistik secara ideal berlandaskan pada nilai kebebasan pers (Dadang S. Anshori, 2005:20). Secara ideal normatif, nilai ini biasa ditempatkan dalam perspektif hak azasi manusia (HAM). Platform keberadaan media jurnalisme adalah sebagai pemenuhan hak dasar warga dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, media jurnalistik dihadirkan bukan untuk kepentingan jurnalis atau pengelolanya, dan bukan untuk kekuasaan ekonomi (internal dan eksternal) yang menghidupi perusahaan media, juga bukan untuk kekuasaan politik (negara dan kelompok masyarakat) yang melingkupinya.

Jurnalisme dihantarkan melalui media bahasa. Cita-cita dan idealisme sang jurnalis tercermin dari penggunaan bahasa jurnalisme. Melalui bahasa jurnalisme, kognisi sosial wartawan akan diketahui secara pasti. Melalui bahasa, wacana-wacana yang dibangun disampaikan sesuai dengan cita-cita dan idealisme wartawan tersebut, walaupun sebenarnya wartawan lebih banyak menyampaikan pendapat dan peristiwa di luar dirinya. Namun, pilihan pendapat dan peristiwa itu, sesungguhnya merupakan kecenderungan dari kognisi sosial wartawannya.

Melalui bahasa akan dapat diketahui ruang lingkup corak jurnalisme yang dianutnya. Ada berbagai jenis jurnalistik dalam pemberitaan, yaitu: pertama, jurnalisme empati. Ketika wartawan meliput masalah kemanusiaan yang menyangkut keadaan individu, ia harus bisa menumbuhkan rasa empati dirinya terhadap nara sumber. Hal ini penting bagi wartawan agar bisa menyelami keadaan nara sumber dan tidak membuat nara sumber takut atau enggan mengungkapkan keadaan dirinya. Misalnya, peliputan pada kasus korban HIV /AIDS, yang saat ini dianggap sebagai penyakit yang sangat berbahaya dan bisa mengancam eksistensi kehidupan korbannya. Seorang wartawan harus bisa memahami nara sumber tersebut, baik fisik maupun psikis. 

Kedua, jurnalisme kekerasan. Seorang jurnalis ketika meliput di daerah konflik maka diperlukan penggunaan jurnalisme kekerasan. Misalnya meliput konflik di daerah Poso, Sulawesi Tengah, dibutuhkan persiapan mental yang tangguh dan kemampuan wartawan dalam menguasai penggalian informasi nara sumber dan penguasaan budaya setempat sebagai modal dasar agar bisa fight selama melakukan tugas, dan dituntut untuk bisa membangun relasi dengan pihak-pihak yang tengah bertikai.

Dalam meliput berita tentang daerah yang tengah bertikai, seorang jurnalis harus bisa menggunakan sense of journalism dan melakukan improvisasi secara inisiatif dan kreatif dalam menggali berita. Yang perlu diingat dalam melakukan tugas liputan jurnalisme kekerasan, wartawan harus bersikap netral, harus dekat, namun tetap menjaga jarak dengan kelompok yang tengah bertikai, dan tentunya harus manjaga kode etik dan profesionalisme kewartawanan serta menjaga rahasia kedua belah pihak (antara wartawan dan nara sumber). Selanjutnya dalam pemberitaan diupayakan ditulis secara berimbang agar jangan sampai berita yang kebenarannya masih simpang siur tersebar luas luas dalam masyarakat.

Ketiga, jurnalisme damai. Peranan media sangat penting pada pemberitaan jurnalisme damai. Wartawan yang melakukan kegiatan peliputan berita, jangan sampai terjebak pada pemberitaan yang menampilkan daftar angka kekerasan sebagai “menu berita utama” sebagai pemberitaan di media massanya. Misalnya pada kasus kekerasan GAM di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), banyak media massa berlomba-lomba menampilkan berita tentang wacana kekerasan di NAD dalam peliputannya, oleh karena itu, diperlukan peran media untuk memilih berita kekerasan mana yang tidak akan menimbulkan dampak tidak baik terhadap publik pembaca.

Keempat, jurnalisme omongan. Seorang jurnalis kadang memanfaatkan informasi dari mulut ke mulut di zaman kekuasaan Soeharto. Dalam memperoleh informasi, wartawan kerap menggunakan pendapat ahli atau sumber yang dianggap kompeten terhadap isi pemberitaan untuk memperkuat pendapatnya sendiri.

Kelima, jurnalisme advokasi. Pemberitaan jurnalisme advokasi merupakan bentuk kegiatan jurnalistik yang berusaha menyuntikkan opini ke dalam laporan berita yang mereka tulis. Wartawan menulis liputan fakta demi fakta secara intens dan benar. Jadi opini yang ditulis wartawan dalam pemberitaannya memiliki korelasi erat dengan realitas fakta yang mengandung kebenaran dan diolah berdasarkan sudut pandang wartawan yang mencatat fakta di lapangan.

Keenam, jurnalisme alternatif. Penyajian dan pemberitaan pers alternatif tampil lugas. Pers alternatif adalah cerminan suara rakyat dan merupakan media perjuangan pers bawah tanah. Isi pemberitaan pers alternatif lebih kritis dan tidak memuat pernyataan pejabat negara sebagai sumber berita. Isi tulisan pers alternatif membela demokratisasi rakyat. 

Ketujuh, jurnalisme presisi. Bentuk jurnalisme presisi lebih difokuskan pada pencarian data dan ketepatan informasi yang empirik. Hasil kerja liputan wartawan harus memiliki kredibilitas akademis sehingga mampu membuat tulisan bergaya ilmiah Yang mudah diterima oleh pembaca. Kegiatan peliputan jurnalisnme presisi menggunakan metode penelitian yang sisitematis dan terencana. Oleh karena itu, wartawan menggunakan metode penelitian dalam meliput beritanya.

Kedelapan, jurnalisme sastra. Jurnalisme ini lebih menekankan pada pemakaian gaya fiksi untuk mengemas laporan jurnalistik dengan memunculkan fenomena baru dalam hal fakta. Gaya penulisan pada jurnalisme sastra  lebih fleksibel dan tidak sekaku dalam penulisan  berita straight news. Gaya penulisan jurnalistik sastra lebih nyeleneh dalam mengungkap isinya. Penulis bebas menggunakan gaya penulisan novel, cerita pendek dan puisi.

Bentuk penulisan jurnalisme sastra membuat laporan berita tidak lagi sekedar pengungkapan fakta, tetapi berusaha mengungkapkan “mengapa dan bagaimana” suatu peristiwa terjadi. Semua fakta dibetuk menjadi news story dengan menampilkan konfigurasi sosial untuk membangkitkan emosi terhadap pembaca.

Dari delapan jenis jurnalisme pemberitaan yang penulis kemukakan, ada juga pemberitaan asal-asalan yang mencitrakan negatif pada diri insan-insan pers, keadaan ini memunculkan istilah baru dalam dunia pers seperti jurnalisme hitam, jernalisme ludah, jurnalisme anarki, jurnalisme provokasi, jurnalisme kuning, jurnalisme cabul, atau jurnalisme plintir. Jurnalisme asal-asalan ini memberikan citra negatif bagi pers dan tidak pantas diterapkan dalam industri pers yang sehat (Eni Setiati, 2005:vi).

Media massa yang melakukan pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta, tidak berimbang, atau pemberitaan yang bersifat porno dengan kata lain, yang hanya mementingkan aspek bisnis dan mengalahkan kepentingan ideal pers, tidak sesuai dengan kaidah hukum kode etik jurnalistik Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan peran aktif pembaca (publik) untuk meluruskan pemberitaan yang dianggap merugikan dengan cara penyampaian melalui “hak jawab” atau somasi.

Dalam dunia pers, kode etik merupakan rambu-rambu, landasan moral, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah bagi wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.  Di tengah maraknya industri pers, kebebasan pers mulai terasa  kebablasan, sehingga tidak lagi menonjolkan “semangat pers” yang membela kepentingan masyarakat dalam hal penyebaran informasi. Dampak ini berlangsung karena profesionalitas jajaran wartawan yang masih kurang di dalam kemampuan dan keterampilannya melakukan tugas jurnalistik serta penulisan berita.   

Demikianlah ruang lingkup jurnalistik dilihat dari berbagai jenis ragam pemberitaannya di masyarakat.  

2.7 Pengertian Wartawan

2.7.1 Asal Kata Ruang Lingkup Wartawan
Secara bahasa wartawan diambil dari penyebutan terhadap orang yang mewartakan berita kepada masyarakat. Jadi seorang wartawan berkerja mencari berita yang aktual (hangat dan sedang diperbincangkan) dan terpercaya. Dalam tugas tugas jurnalistiknya seorang wartawan bekerja dengan tidak mengenal waktu dan tempat. Kapan dan di manapun ia berada, sebagian waktunya habis dipergunakan di lapangan guna mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai nara sumber yang harus dikejar dan diperoleh sampai dapat.

Dalam sejarah pers Indonesia, wartawan dianggap sebagai orang yang paling berjasa bagi penyebaran informasi kepada masyarakat. Dan perlu diingat bahwa menjadi wartawan bukan untuk memperoleh kekayaan materi. Oleh karena itu, tumbuhkanlah naluri dan jiwa kewartawanan yang murni di dalam diri anda. Hal ini sangat penting agar tidak terjebak menjadi “wartawan amplop” yang bermental uang (berpura-pura menjadi wartawan padahal sebenarnya WTS- istilah bagi kelomok orang yang bekerja sebagai Wartawan Tanpa Surat Kabar, berkelana melakukan aksi peliputan secara terselubung demi mencari setumpuk amplop berisi uang yang kerap dibagikan kepeda pekerja pers dalam liputan peluncuran produk) (Eni Setiati, 2005:6).

Seorang wartawan harus memiliki minat dan keberanian, suatu pekerjaan akan terasa nikmat dan ringan apabila muncul dari dalam hati. Bakat menulis saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menyukai bidang pekerjaan jurnalistik yang penuh dengan resiko dan tantangan. Selain bakat menulis, dibutuhkan bakat yang kuat dari dalam diri agar bisa menjadi sinergi dan semangat saat menjalankan pekerjaan. Keberanian juga harus ada untuk bisa menjalankan tugas wartawan yang penuh resiko. Seorang wartawan harus berani dalam melakukan tugas perjalanan liputan ke berbagai daerah dan menghadapi segala tantangan dalam bertugas. 

Untuk menumbuhkan “minat dan keberanian” maka kita harus berusaha untuk mencintai pekerjaan kita dengan segenap hati, dengan begitu kita akan menjadi wartawan profesional di bidangnya. Pekerjaan wartawan memang beresiko jika lengah atau teledor dalam menyebutkan atau menulis berita yang dapat membuat “seseorang” tersinggung, wartawan tersebut bisa berurusan dengan pengadilan. Di era orde baru, sering kita mendengar banyak sekali wartawan Indonesia yang mengalalami kejadian tidak mengenakan akibat pemberitaan mereka di media massa. Padahal, sebagai wartawan, sudah menjadi kewajiban dan tugas mereka untuk mengumpulkan informasi secara akurat.

Menjadi wartawan bukanlah hal yang mudah. Wartawan selalu dihadapkan pada tantangan untuk terus bekerja secara profesional sekaligus mengimbangi kemajuan teknologi. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh wartawan adalah keterampilan jurnalistik, editorial dan pengetahuan yang luas di berbagai bidang.

Dan seorang wartawan juga harus kompeten dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kompetensi wartawan itu lebih dititik beratkan pada nilai berita yang disampaikan (output, news-value), sistem nilai yang ideal dan menjadi pegangan wartawan, ketimbang hal-hal teknis menyangkut input- seperti latar belakang pendidikan, kemampuan, dan keterampilan serta struktur wartawan.

Kompetensi wartawan adalah kemampuan seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggungjawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan keterampilan (skill), didukung dengan pengetahuan (knowledge), dan dilandasi kesadaran (awareness) yang diperlukan dalam malaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik (Dewan Pers, 2004:21).

Pekerjaan wartawan adalah memburu dan meliput berita hingga kemudian merangkainya menjadi suatu tulisan yang menarik dan enak dibaca oleh khalayak publik. Jadi seorang wartawan, dalam menulis sebuah berita harus menguasai keterampilan (skill), didukung dengan pengetahuan (knowledge), dan dilandasi kesadaran (awareness) yang diperlukan dalam malaksanakan tugas jurnalistik agar secara jurnalistik berita yang disampaikan memiliki bobot dan nilai yang baik.  
2.7.2 Ciri-Ciri Wartawan
Terdapat 5 (lima) ciri yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, hal ini dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut (Eni Setiati, 2005:10): pertama, menyukai tantangan. Seorang wartawan akan berhasil menekuni profesinya jika ia tidak mudah menyerah saat nara sumber yang dituju tidak kunjung berhasil ditemui.  Untuk mengatasai hambatan, seorang wartawan tidak boleh cepat berputus asa. Berusaha dan belajarlah mengatasi segala permasalahan yang dihadapi agar bisa menjadi pelajaran berharga dikemudian hari. Bagi wartawan, tantangan adalah “teman” yang menyenangkan bagi pekerjaannya.

Kedua berani. Berani disini memiliki arti berani menghadapi resiko. Ketiga, memiliki daya tahan tinggi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Seorang wartawan harus bisa melakukan berbagai tugas liputan jurnalistik dalam segala medan penugasan dan tidak kenal waktu. Keempat, memiliki kemampuan menggali sumber informasi. Artinya, ia memiliki kemampuan mengarahkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk menembus nara sumber. Kelima, memiliki minat dan bakat dalam nenulis berita, semakin besar minatnya pada bidang jurnalistik maka akan membuatnya semakin kreatif untuk mengasah bakatnya dalam bidang tulis-menulis.

2.8 Peran Dan Fungsi Wartawan
Berbicara mengenai peran dan fungsi wartawan maka kita mulai dengan berbicara mengenai pers saat ini, pers di Indonesia  periode akhir 1970-an hingga 1998 semata-mata menjadi corong (maouthpiece) pemerintah, kehilangan independensi dan fungsi kontrolnya. Berbagai pembatasan membuat wartawan tak bebas menulis dan sering menggunakan gaya bahasa eufimistik dan melakukan swa-sensor (self censorship) untuk menghindarkan teguran dan pembredelan (Dewan Pers, 2004:9).

Keadaan ini membuat wartawan semakin mawas diri di era kebebasan pers saat ini, agar ruang kebebasan yang saat ini diraih betul-betul dimanfaatkan secara baik dan tidak terus dihinggapi rasa kekhawatiran dan takut serta tertekan oleh penguasa. Ekpresi dan kreatifitas wartawan harus terus diasah seiring dengan perkembangan zaman yang semakin terbuka.

Iklim kebebaasan pers yang sudah mulai berkembang di Indonesia merupakan modal yang bukan saja harus dipertahankan melainkan juga harus dikembangkan, agar iklim ini semakin tumbuh sehat. Namun, kebebasan pers masih merupakan hal baru, pemerintah, masyarakat pers, dan masyarakat pembaca masih harus terus belajar untuk menggunakan kebebasan itu secara konstruktif.

Agar wartawan melakukan peran dan fungsinya secara baik, maka seorang wartawan harus memiliki kompetensi sebagai wartawan. Kompetensi wartawan bukanlah seperangkat hukum atau peraturan yang bersifat definitive, setiap lembaga pengkajian media institusi media organisasi wartawan dapat merumuskan standar kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan wacana yang berkembang saat ini, maka kompetensi wartawan memiliki aspek-asek kompetensi sebagai berikut:

1. Kesadaran (awareness) mencakup kesadaran tentang etika, hukum, dan karir.

2. Pengetahuan (knowledge) mencakup pengetahuan umum dan pengetahuan khusus sesuai bidang kewartawanan yang bersangkutan.

3. Keterampilan (skill) mencakup keterampilan menulis wawancara, riset, investigasi, menggunakan berbagai perlatan, seperti komputer, kamera, mesin scanner, faksimile, dan sebagainya (Dewan Pers, 2004:22).
2.8.1 Kesadaran (Awareness)
Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Selain itu dalam meniti karirnya wartawan juga harus manyadari arti penting profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya. Peran kompetensi kesadaran wartawan bagi peningkatan kinerja pers dan profesionalisme wartawan secara garis besar adalah sebagai berikut:
2.8.1.1 Kesadaran Etika
Kesadaran akan etika merupakan hal yang sangat penting dalam profesi kewartawanan. Dengan adanya kesadaran tersebut mekanisme kerja wartawan akan selalu mengacu pada kode prilaku, sehingga setiap langkahnya akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang, termasuk dalam mengambil keputusan penulisan isu-isu yang sensitive. Adanya kesadaran tersebut juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut, misalnya dalam bentuk plagiat, menerima imbalan, menentukan kelayakan berita, menjaga kerahasiaan sumber. Kurangnya kesadaran akan etika dapat berakibat serius. Ketiadaan petunjuk moral yang dengan tegas mengarahkan nilai-nilai dan memandu prinsip dapat menyebabkan wartawan mengalami kegagalan dalam melaksananakan peran dan fungsinya kewartawanan secara baik sesuai dengan fungsi profesionalitasnya sebagai wartawan.

Wartawan yang melaporkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran tentang isu dan peristiwa yang penting. Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan pesoalan akibat berita yang tidak akurat dan bias, privasi, tidak menghargai sumber berita, kerja jurnalistik yang buruk. Untuk menghindari hal tersebut sebaiknya wartawan harus memiliki sikap sebagai berikut:

· Memiliki integritas, tegas dalam prinsip, kuat dalam nilai-nilai wartawan yang beretika melaksanakan misinya, memiliki tekad pada standar jurnalistik yang tinggi dan bertanggungjwab.

· Melayani kepentingan publik, memantau mereka yang berkuasa agar bertanggungjawab, menyuarakan mereka yang tak bersuara.

· Berani dalam keyakinan dan bersikap independen, mempertanyakan otoritas, dan megahargai perbedaan.

Wartawan yang terus meningkatkan kompetensi etika-nya jauh lebih siap menghadapi situasi yang pelik. Dengan banyak membaca referensi, studi kasus, dan latihan membuat keputusan; menimba pengalaman dari wartawan senior dan pakar-pakar etika, mengamati perilaku etis dan tidak etis. Untuk meningkatkan kompetensi etik wartawan indonesia perlu mendalami kode etik wartawan indonesia (KEWI) dan penjelasannya, serta kode etik organisasi-organisasi wartawan yang relevan. Sementara itu, guna mendukung kesadaran etik wartawan, perusahaaan pers dituntut untuk meyusun dan menerapkan kode praktek dan kode prilaku perusahaan media.
2.8.1.2 Kesadaran Hukum
Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan perlu juga meningkatkan kesadaran hukum. Wartawan wajib menyerap dan memahami UU Pers, menjaga kehormatan dan melindungi hak-haknya. Wartawan perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, privasi, ketentuan dengan sumber (seperti off the record, confidential sources). Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

Wartawan dituntut untuk memahami ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik, misalnya UUD 1945 pasal 28, UU Pers. UU Penyiaran, KUHP, UU Hak Cipta. Dan memahami aspek-aspek hukum yang diatur dalam berbagai UU dan pengaruhnya bagi kerja kewartawanan dan kemasyarakatan sangat penting (Dewan Pers, 2004:25). Wartawan perlu tahu pasal-pasal yang dapat menjerat mereka secara hukum agar dalam bekerja lebih cermat dan tanggap.
2.8.1.3 Kesadaran Karir
Kesadaran karir penting untuk dimiliki wartawan guna memastikan bahwa profesinya menjanjikan jenjang karir, kepastian kerja dan kesejahteraan, adanya job diskripsi, hak dan kewajiban, serta reward yang jelas. Bagaimana pengelolaan menajemen, team work, dan berprilaku positif. Asfek karir lainnya adalah komponen analisis pasar dan audience, serta memahami kecenderungan yang berkembang, serta mngenali siapa dan apa dalam manajemen perusahaan. Wartawan juga perlu manyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan media perlu dilandasi adanya Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) antara perusahaan dan karyawan dan menyadari visi dan misi perusahaan pers yang tertuang dalam statuta perusahaan.
2.8.2 Pengetahuan (Knowledge)

Wartawan dituntut untuk menguasai sejumlah pengetahuan dasar seperti ilmu pengetahuan umum (budaya, sosial, politik) dan pengetahuan khusus, serta pengetahuan teknis. Wartawan perlu mengetahui perkembangan ,mutakhir ilmu pengetahuan sebagai basis informasi untuk memerankan fungsi pers sebagai pendidik dan informatif. Wartawan tanpa pengetahuan yang memadai, hanya akan menghasilkan karya jurnalistik yang berisi informasi yang dangkal dan tidak memberikan pencerahan bagi masyarakat.

Kompetensi wartawan mencakup pengetahuan umum seperti ilmu budaya, politik, sosial dan ekonomi. Wartawan juga dituntut memiliki kompetensi pengetahuan khusus yang ditugaskan pada liputan isi-isu spesifik. Wartawan peliput masalah ekonomi dituntut memahami ekonomi mikro, masalah keuangan, statistik dan sejenisnya. Wartawan yang bekerja di media spesifik ditunut untuk mengetahui pengetahuan khusus sesuai yang dibutuhkan dalam peliputan isu terkait.

Dan yang terpenting bagi wartawan adalah mengetahui dan memahami teori jurnalisme dan komunikasi. Mengingat hal itu sangat penting bagi wartawan sebelum bekerja turun ke lapangan, hal itu dilakukan agar wartawan memahami bidang dan wilayah kerjanya. Jurnalisme tidak sekedar berita dan informasi, di dalamnya juga tercakup etika, tanggungjawab sosial.
2.8.3 Keterampilan (Skill)

Penguasaan keterampilan adalah mutlak bagi wartawan, mustahil mampu menjalankan tugas sebagai wartawan jika seseorang tidak meguasai teknik jurnalistik, seperti teknik menulis, atau teknik wawancara. Selain itu, wartawan harus menguasai perangkat keras yang dibutuhkan untuk membantu ketika bekerja seperti computer, faksimile, scanner dan lain-lain.
Pertama, keterampilan reportase. Kompetensi reportase mencakup kemampuan menulis wawancara, dan melaporkan informasi secara akurat, jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan layak. Format dan gaya reportase terkait dengan medium dan audiensnya, tulisan untuk Koran harian berbeda dengan untuk majalah, media internet radio atau televisi. Kemampuan wawancara perlu dikembangkan untuk mengeksplorasi teknis dan metode yang layak digunakan ketika mewawancarai anak-anak, kelompok etnis tertentu, korban yang traumatik dan sebagainya. Dengan demikian wartawan juga diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan bahasa yang baik dan benar; mampu menerapkan  teknis dasar wawancara terhadap berbagai anggota masyarakat yang berbeda latar belakangnya.

Kedua, wartawan juga seyogyanya memiliki keterampilan menggunakan alat. Kompetensi mengoperasikan komputer penting dalam proses menyusun laporan, kemampuan ini bukan sekedar mengetik tulisan, melainkan juga menyusun data-base (berguna untuk laporan investigasi) dan lain-lain. Wartawan dituntut mampu mengoperasikan foto kamera, atau video kamera; mampu mengoperasikan alat scan dan menyimpan data gambar ke computer, dan mampu mengoperasikan alat rekam suara. Hal ini penting dilakukan guna mendukung peran dan fungsi wartawan dengan baik.

Ketiga, Wartawan juga harus memiliki keterampilan riset dan investigasi. Hal ini perlu dikembangkan untuk mempersiapkan dan memperkaya laporan jurnalistik dan merumuskan topik laporan. Dengan demikian wartawan mengetahui dan mampu menggunakan sumber-sumber referensi yang tersedia di perpustakaan dan sumber lainnya; mampu memanfaatkan referensi di perpustakaan atau melalui internet; dan mampu melacak data dan informasi dari berbagai sumber yang penting bagi publik.

 Yang keempat, seorang wartawan harus memiliki keterampilan teknologi informasi. Keterampilan akses internet, seperti mengoperasikan e-mail, mailing lis, newsgroups dan menyusun laporan dalam format internet juga sangat perlu dimiliki wartawan. Kompetensi ini relatif baru, namun menjadi wajib dikuasai, jika seorang wartawan ingin tetap kompetitif pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini. Di samping itu, wartawan juga perlu memiliki kemampuan menilai otentisitas informasi yang begitu banyak tersebar atau diperoleh melalui internet. Dengan memiliki keterampilan semacam ini wartawan mampu: mencari informasi mengunakan mesin pencari (search tool), mengirim dan menerima e-mail dan lain-lain. Bila itu semua dimiliki oleh wartawan maka peran dan fungsi wartawan dalam dunia jurnalistik akan semakin baik dan tentunya profesionalisme wartawan akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

2.9 Profesionalisme Wartawan
Wartawan harus bersikap profesional, karena pers memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik melalui informasi, dan wartawan memiliki “hak istimewa” dalam menjalankan profesinya, seperti hak mendapatkan akses informasi / data dan hak tolak. 

Agar mampu berperan, seperti yang diamanatkan undang-undang, maka pers dituntut memiliki sumberdaya manusia yang berkemampuan, berpengetahuan, dan beretika (prasayarat wartawan profesional). Masalahnya, bagaimana mungkin pers bisa memerankan fungsinya dengan baik, jika sebagian (besar) perusahaan pers justru tidak tertib dan mengabaikan kaidah-kaidah jurnalisme. Banyak perusahaan pers yang berdiri dengan sumberdaya seadanya, yang sesungguhnya tidak layak untuk disebut sebagai perusahaan / lembaga pers yang sehat. Perusahaan pers yang tidak layak tersebut tidak mungkin mempekerjakan wartawan yang memenuhi syarat dan mampu membangun sumber daya wartawan yang profesional.

Munculnya perusahaan atau institusi pers yang serampangan tersebut kemudian juga melahirkan banyak wartawan yang asal-asalan. Hal ini bisa terjadi karena menjadi wartawan tidak memerlukan persyaratan dan kemampuan khusus, sebagaimana profesi lain, seperti pengacara atau dokter, misalnya. Yang menentukan apakah seseorang layak atau tidak untuk menjadi wartawan tergantung dari perusahaan pers yang mengangkatnya.

Wartawan adalah profesi terbuka, siapa saja bisa menjadi wartawan  tanpa perlu pendidikan khusus. Wartawan tidak perlu mengangkat sumpah jabatan, tidak perlu sertifikat khusus atau diangkat oleh instansi pemerintah tertentu, dan tidak memerlukan ijin praktek. Terserah kepada perusahaan pers, apakah wartawan yang bekerja di perusahaannya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mencukupi. Situasi ini diperparah dengan kondisi industri pers di Indonesia yang belum sehat. Kehadiaran penerbitan pers baru semakin memparah situasi. Mereka bukan saja tidak memberikan pendidikan atau pelatihan kepada wartawan yang baru direkrut, melainkan juga tidak memberikan gaji dan peralatan kerja yang memadai. Modal wartawan yang bekerja di penerbitan semacam itu hanyalah “kartu pers” yang dikeluarkan oleh “Perusahaan Pers” tanpa perlu kriteria atau persyaratan tertentu - atau pada banyak kasus “kartu pers” dibuat sendiri oleh mereka yang mengaku sebagai wartawan. (Dewan pers,2004:14). Meskipun demikian, pekerjaan wartawan menuntut kinerja yang profesional, sesuai dengan standard dan kaidah yang berlaku dalam jurnalisme.

Dengan tidak adanya sertifikasi khusus untuk menjadi wartawan, baik dari lembaga formal maupun asosiasi profesi - sebagaimana dokter atau pengaacara - maka pengakuan atas profesi wartawan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai wartawan, tidak dilarang menyebut diri sebagai wartawan. Terserah kepada masyarakat untuk mengakui bahwa seseorang itu adalah  wartawan (baik sebagai nara sumber, maupun sebagai konsumen dan audiens media ketika membeli dan mengkonsumsi informasi yang disampaikan wartawan). Bila saat ini diindikasikan masyarakat lebih menyukai informasi yang dinilai berselera rendah - seperti informasi kriminal, seks, dan mistik yang dikemas secara sensasional - maka wajar jika tuntutan masyarakat secara umum terhadap kualitas profesionalisme wartawan juga rendah.

Idealnya, rekrutmen wartawan sejak awal telah merujuk pada kompetensi. Namun belum banyak perusahaan pers yang mensyaratkan kompertensi tertentu sebagai prasayarat penerimaan wartawan. Jika profesi lain dipasok oleh universitas ekonomi adalah lulusan fakultas ekonomi, dokter harus dari fakultas kedokteran, pengacara berasal dari fakultas hukum, untuk wartawan “aturan main” itu tidak berlaku. Idealnya pemasok wartawan adalah fakultas ilmu komunikasi (khususnya jurusan jurnalistik), namun faktanya lulusan komunikasi lebih banyak bekerja di bidang kehumasan. Selain itu, masih sangat sedikit universitas atau perguruan tinggi yang memiliki jurusan jurnalistik.

Perkembangan pers di Indonesia, sebagai industri, saat ini pada umumnya masih berstatus “berkembang” dan “bertahan”. Masih perlu waktu yang lama untuk meningkatkan kinerja pers dan pengembangan profesionalisme wartawan. Sejumlah faktor yang menyulitkan untuk menerapkan kompetensi wartawan adalah, antara lain: rendahnya SDM wartawan, rendahnya gaji wartawan; belum majunya industri media, dan iklim kebebasan yang belum stabil, pers masih berada dalam ancaman politik dan komunal.

Dari gambaran keadaan tersebut, penting sekali bagi perusahaan pers meningkatkan  kualitas wartawan-wartawannya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus saat proses rekrutmen menjadi anggota kelompoknya. Dengan demikian profesionalisme wartawan akan terus teruji semakin baik, dan yang lebih penting profesinalisme wartawan itu betul-betul mengacu pada etika jurnalistik sebagai landasan kegiatan dalam proses peliputan  berita di lapangan.  

Profesionalisme wartawan, dengan demikian, adalah tingkat kemampuan wartawan dalam menyadari, memahami, dan terampil menyelesaikan pekerjaannya. Wartawan dituntut sadar tanggungjawab sosial, memahami visi dan visi media, serta menguasai hal-hal teknis yang terkait dengan pekerjaan media. Wartawan profesional bekerja untuk kepentingan: perusahaan, konsumen (pembaca / penonton), khalayak luas, dan bangsa. Seperti halnya profesi lainnya, kinerja wartawan (pers) terkait dengan kepentingan bisnis, yaitu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Seringkali kepentingan bisnis tersebut berbenturan dengan fungsi ideal pers dan kerja wartawan, yang dituntut melayani masyarakat dalam hal pencerahan, pendidikan, informasi, dan hiburan.

 Dalam menjalankan profesinya wartawan berperan melakukan interpretasi terhadap realitas untuk dihadirkan kepada khalayak, dengan menyebarkan berita atau laporan secepat mungkin dan kepada sebanyak-banyaknya khalayak. Selain itu, wartawan berfungsi sebagai sarana control (watchdog) public terhadap penyelengggara kekuasaan, dinamika sosial, dan praktek bisnis. Dengan peran dan fungsi seperti itu, wartawan profesional selalu dituntut untuk:

· Menyebarkan informasi secara faktual akurat, netral, seimbang, dan adil (fair).

· Menyuarakan pihak-pihak yang lemah, kritis terhadap mereka yang berkuasa.

· Skeptis dan selalu menguji kebijakan yang dibuat penyelenggara kekuasaan.

· Memberikan pandangan, analisa, dan interpretasi terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang rumit.

· Mengembangkan minat kultural dan intelektual di kalangan masyarakat.

· Memeperkenalkan gagasan, ide dan kecenderungan baru dalam masyarakat.

· Menegakkan dan mematuhi etika jurnalistuik.

Agar profesionalisme tetap terjaga, mutlak bagi wartawan untuk selalu menggunakan metode dan prosedur yang benar dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa informasi (berita) yang disebarkan adalah fakta yang obyektif. Bisa diperiksa, diverifikasi, menyebutkan sumber informasai, dan menghindari opini pribadi. Selain itu wartawan profesional juga dituntut untuk terus:

· Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

· Membangun dan memperluas jaringan nara sumber

· Membangun kualitas diri

· Mengerti dan mengikuti analisa kuantitatif maupun kualitatif karyanya.

· Memahami sisi bisnis media tempat dia bekerja.

· Menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan peran ideal media.

Atas dasar keterangan di atas, profesionalisme wartawan memang harus terus ditingkatkan agar masyarakat bersimpatik kepada kiprah wartawan di masyarakat. Tentunya etika jurnalistik harus selalu dipegang sebagai rambu-rambu dalam menapaki dunia jurnalistik.
2.10 Perkembangan Profesionalisme Wartawan
Seorang wartawan harus profesional. Mengapa wartawan harus profesional? Karena pers memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik melalui informasi, dan wartawan memiliki ”hak istimewa” dalam menjalankan profesinya, seperti hak mendapatkan akses informasi/ data dan hak tolak. Profesi wartawan adalah profesi yang sangat mulya sekali. Mereka bisa menggelapkan dunia dan bisa menerangkan dunia.

Profesionalisme wartawan adalah tingkat kemampuan wartawan dalam menyadari, memahami, dan trampil menyelesaikan pekerjaannya. Wartawan dituntut sadar tanggungjawab sosial, memahami visi dan misi media, serta menguasai hal-hal tekhnis yang terkait dengan pekerjaan media. Wartawan profesional bekerja untuk kepentingan perusahaan, konsumen (pembaca), khalayak luas, dan bangsa. Seperti halnya profesi lainnya, kinerja wartawan (pers) terkait dengan kepentingan bisnis, yaitu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Seringkali kepentingan bisnis tersebut berbenturan dengan fungsi ideal pers dan kerja wartawan, yang dituntut melayani masyarakat dalam hal pencerahan (enlightenmen), serta proses pendidikan secara global.

Untuk meningkatkan profesionalisme wartawannya, Radar Bandung berupaya untuk melakukan koreksi kritis terhadap berbagai hal yang terjadi, kemudian melakukan terobosan baru yaitu, melakukan  training ke dalam bagi jurnalis (inhousing training) berbentuk studi banding (riset komparatif) dengan media cetak yang bercorak sama dengan Radar Bandung seperti media Rakyat Merdeka.

Dengan melakukan pendidikan kepada wartawan dan melakukan sharing dengan teman dari Rakyat Merdeka. Karena dulu seringkali Rakyat Merdeka melakukan memblejeti, mungkin sekarang ini sudah berubah dan kita akan terus melakukan sharing. Selain kita juga berupaya memperbaiki diri atau membenahi Radar Bandung secara keseluruhan.
Perkembangan profesionalisme wartawan erat kaitannya dengan job deskription-nya. Untuk meliput suatu berita, seorang koordinator liputan berperan besar terhadap kinerja wartawan dalam meliput berita. Di bagian lapangan seorang kepala koordinator liputan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas harian, memobilisasi wartawan dan fotografer, termasuk komponen redaksi lain untuk tugas-tugas peliputan, baik di dalam maupun di luar negeri, mengatur pos wartawan, membina dan meningkatkan kualitas wartawan. Selain itu, koordinator liputan bertugas memobilisasi wartawan di bawah tangung jawabnya, mengkoordinasikan tugas-tugas wartawan, mengkoordinasikan tugas-tugas peliputan, membina dan meningkatkan kualitas wartawan.

Sedangkan seorang redaktur bertugas merencanakan pemberitaan di halamannya, melaksanakan penerbitan rubrik atau halaman yang dikerjakannya, meng-create rubrik atau halaman serta isinya, menyempurnakan tulisan yang akan diterbitkan sebagai hasil kerja wartrawan dan menyupervisi dan menilai hasil dan kinerja wartawan secara keseluruhan.
Di bawah ini garis koordinasi antara Koordinator Liputan, Redaktur dan Wartawan, sebagai berikut:
Gambar 2.1. Koordinasi  Koordinator Liputan, Redaktur Dan Wartawan
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Profesi wartawan adalah profesi yang mulya yaitu, mencerdaskan masyarakat dan dalam era keterbukan sekarang ini utamanya berkaitan dengan persaingan bisnis, Radar Badung berupaya jangan sampai kalah, dan tetap harus survive.
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